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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 166 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PERTANIAN

PEMBANGUNAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2010 telah
diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah
Pertanian Pembangunan Negeri, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

()

Mengingat.

b. bahwa Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

c. bahwa berdasarkan ketp-ntuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 188
Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dijelaskan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c serta dalam rangka penataan kelembagaan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
t<lntang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomorl66 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian
Pembangunan Negeri;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentailg Sistem Pendidikan
Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;
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6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur. Sipil
Negara;

9. Peratural1 Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkal Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tent8ng Pengelolaan
Barang Miiik Neg(jra/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Per3luran Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah lerakhir dengan Peraturan Menleri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10.

r
11.

12.

13.

14.

15. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pola Organisasi Perangkal Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

6 16. Peraluran Daerah Nomor 8 Tahun 2006 ter.tang Sistem
Pendidikan;

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

18. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tala Kerja Dinas Pendidikan;

19. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendidikan;

20. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur
Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan; .

MEMUTUSKAN :

Menelapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 166 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SE.KOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
NEGERI.
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Pasal1

Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal2

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Sekolah Pertanian
Pembangunan Negeri Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan
PeItanian menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Neyeri sebagai Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, dengan susunan organisasi
mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009
tentang Penetapan Sekolah Meneng<th Kejuruan Negeri sebagai Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

Pasal3

Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal4

Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan pe'nempatannya dalam Berita Daerah
Prbvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditelapkan di Jakarta
pada langgal 15 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TId.

JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd,

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72017




